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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jadan : Kapten P, Tendean No.o6 Palembang Provinst Sumaters Selatan
Telepon : {0711) 311050, 356004 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos. 30126
wehsite | www.bkd sumselprov.go.id/E-Mail : bkd @sumsel prov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINS| SUMATERA SELATAN
Nomor - £848 (KPTS/BKD.Sekr/2026

TENTANG

PENETAFAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINS| SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

a.

b.
&

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap Pengguna Informasi Publik,

bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang
MNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta
untuk kelancaran pelayanan informasl publik kepada masyarakat
periu ditetapkan Informasi Publik yang dikecualikan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Fenetapan
Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tenfang Pelayanan Publik;

Undang-undang MNomeor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang MNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Megara Republik Indonesgia Tahun 2010

Momor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5148);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera
Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran
I



KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya apabila dikemudian har ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini.

KEEMPAT ; Segala pembiayaan Informasi Publik yang dikecualikan yang timbul
sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2026.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : § September 2026

Kepala Badan Kepegawalan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

H. ISMAIL FAHMI, 5.0P., M.Si.
Fembina Utama Muda (I\V/c)
NIP 196812151989031002

Tembusan disampalkan kepada Yth:
1. Gubemur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai Laporan);
2. PPID Provingl Sumatera Selatan,



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

MNomar
Tanggal

‘6848 /KPTS/BKD Sekr/2026
: 9 September 2026

DAFTAR INFORMAS!I PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINS|I SUMATERA SELATAN

DASAR HUKUM

Faterbukaan Informas) Pubilik

Republik Indonesia Momear 1
Tahun 2021 tentang Standar

KONSEKUENS| BAGI PUBLIK

DIBUKA
Membuka Peluang Intervensi Pihak
Lain yang Dapat Membahayakan
Prozes Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijakan Publik

~ DITUTUP

JANGKA WAKTU

Proses Penyusunan dan
Pelaksanaan Kabijakan Publk
Berjalan dengan Lancar

Keterbukaan Informas: Publik

Republik Indonasia Nomosr 1
Tahun 2021 tertang Standar

Dapat Membahayvakan Keuangan
Masional / Pemarintah Provinsi
aumatera Salatan

Melndung Keuangan Nasional |

Femerintah Provinsi Sumaiera
Selatan

17 Hari Setalah Adanya Tindak
Lanjul (Telah Direalisasikan),
kecuali Atas Putusan Komisi
informasi ataw Pengadilan

17T Han Setelah Proses Audit
Selasal, kacuali atas Pulusan
Komisi Informasi atau Pengadilan

Keterbukaan Informasi Publk

Republik Indonesia Momor 1
Tahun 2021 teniang Standar

NO | JEMIS INFORMASI
1 Memorandum atau surat- Urdarg-Undang Momor 14
sural antar Badan Publik atau Tahun 2008 tentamng
infra Badan Publik yang
menurt sifatnya Paraturan Komisi Informasi
dirahasiakan
Layanan Informas Publi
2 surat Pertanggungiawaban Undang-Uindang Momaor 14
ifisik), Aporan keuangan Tahun 2008 tentang
sebelum diaudh
Peraturan Komisi Informasi
Layanarn |nformasi Publik
3 Rircian Harga Perkiraan Lindang-Undang Momaor 14
Sendiri (HPS), rincian Tahun 2008 tentang
penawaran Jan kasil evaluasi
pada proses pengadaan Peraturan Komisi Informasi
barang / jasa d BKD Provins:
Sumalera Selatan
] . Layanan Infermasi Publik
4 | Surat usul | laporan /

pengaduan dan masyarakat,
perangkat deerah fingtansi

tentang dugaan pelanggaran
disiplin dan kode etk

Undang-Undang Momor 14
Tahun 2008 tenlang
Hetarbukaan Informasi Publik
Peraturan Komisi Informasi
Republik Indenesia Momor 1
Tahun 2021 fentang Standar
Layanan Informasi Publik
Undang-Undang Momor 27
Tahun 2022 teniang
Pearlindungan Data Pribadi

Muncul Persaingan U'saha yang Tidak
Sehat

|+ Informasi yang Berkaitan dengan

Hak-Hak Pribadi {Bertertangan
Dengan Asas Praduga Tak
Bersalah)

= Menghambat Proses Penegakan
Hukum;

= Berkurangnya Parlisipasi Untuk
Mengawssi dan Melaporkan
Dugaan Pelanggaran Disiplin dan
Kode Etik ASN di Lingkungan
Pemerintah Provingl Sumatera
Selatan

Menjaga Objektvitas Penilaian

17 Har Setalah Proses
Pengadaan Barang / Jasa Selesai
Ddakukan kecuali atas Pulusan
Komisi Informasi atau Pengadilan

Malindungi Hak Pribadi ASN
yang Bersifal Rahasia
Mamperancar Proses
Penegakan Hukum

Mendorong Parisipasi unfuk
Mengawasi dan Melaporkan
Dugaan Pelanggaran Disiplin dan
Kode Etik ASN di Lingkungan
Pemarintah Provinsi Swematera
Selatan

Terbatas (Terbuka Sepanjang
Pengadu, Teradu Dan ASN yang
Bersangkutan} Membernkan
Perselujuan Tertulis atau
Berdasarkan Pufusan Komisi
Informasi atau Pengadilan yang
Berkekuatan Hukum Tetap




Melindungi Data Pribadi ASN yang
Barsifal Rahasia

Terbuka Sepanjang Tim
Pembinaan Dieplin, ASN yang
Bersangkulan dan [ alau Saksi
Memberikan Persefujuan Tertulis
dan / atau Berdasarkan Pulusan
Pengadilan atau Komisi Informasi
yang Berkakuatan Hukum Tetap

Menjaga Mefralitas, Objekiivitas, dan
Integritas Proses Penetapan Formasi
Sampai Pengumuman Resmi
Dikakukan

Sampai dengan Pengumuman
Pendaftaran CASN

Malindungi Data Pribadi ASN yang
Bersifat Rahazia

| & Dokumen terkail Palanggaran Undang-Undang Nomor 14 Akan Mengungkap Data Pribadi ASN
Diziplin ASM vang berkaitan Tahun 2008 tentang yanyg Bersifat Rahasia
dengan data pribadi, meliputi: Ketorbukaan Informast Publik
a. Berita Acara Peraturan Komizl [nformas|
Pemeriksaan ! Republik Indonasia Nomar 1
Permintaan Keterangan Tahun 2021 lentang Standar
b, Fesume § Matuken Layanan Informasi Publik
Sidang Tim Undang-Undang Nomor 48
Penyelesaian Tahun 2009 tantang
iﬁﬂ‘ﬂﬂgﬂﬂﬂﬂ Disiplin Kekuasaan Kehakman
G Surat Kepulusan
Penjatuhan Hukuman
Digiplin | Kode Etik
d, Surat Keputusan |zin
Perceraian / Sural
Keterangan untuk
rmelakukan Parcaraian
e Surat Keputusan
FPemberhentian
Sementara, Surat
Keputusan Pengaktifan
kKembali dan Surat
Keputusan
Pemberhentian ASN )
6 | Data Usulan Formasi CASN Undang-Undang Momor 14 Meningkatkan Risiko Intervensi Dari
ka Manier Pendayagunaan Tahun 2008 tentang Pihak yang Berkepentingan untuk
Aparaiur Megara dan Kelerbukaan Informasi Publk | Mempengaruhi Hasil Usulan Formagi
Reformasi Birokrasi Peraturan Komisi Informasi Sebelum Ditetapkan
Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik_
7 Data dan Dokumen sk Undang-Undang Nomar 14 Akan Mengungkap Data Pribadi ASN
{argip) kepegawaian ASNJ Tahun 2008 testang yang Bersifat Rahasia
Personal Fila Keterbukaan Infommasi Publik
Peraturan Komisi Informiasi
Reapublik Indonasia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar
I Layanan Informasi Publik
a DaEumen Usulan Lindang-Undang Nomar 14 Dapat Mengungkap Data Prbadi ASH
Pengangkatan ASN dalam Tahun 2008 tentang Serta Bahan Pertimbangan Yang
Jabatan Struktural f Kelerbukaan Informasi Publis | Belum Menjad) Keputusan Final
Manajenal Peraturan Komisi Informasi
Republik Indonesia Nomar 1

Sepamang ASN yang
Bersangkutan Memberikan
Persetujuan Teriulis atau
Berdasarkan Kepulusan Komisi
Informiasi atau Putusan
Pengadilan yang Berkekuatan
Hukum Tetap

Melindungi Data Pribadl ASN Dan
Menjaga Objektivitas Serta
Kelancaran Proses Pengambilan
Kepulusan

Sampai Dengan Ditetapkannya
Kepuiusan Pengangkatan Oleh
Pajabat Yang Barwanang




Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik

Perfimbangan Tirm / Komibe
| terkait Pengangkatan,
Famimdahan dan
Pemberhentian ASH dalam
Jabatan Strukhiral §

| Manajerial

Tahun 2008 tentang
Katerbukaan Informasi Fublik
Parsturan Komisi inforrmasi
Feoubik Indonesia Momar 1
Tahun 2021 termang Standar
Layanan Informasi Publik

Pengambilan Kepulusan apabila
Dibuka Sabelum Kepuiusan
Dietapkan

Proses Pertimbangan Kepegawaian

9 | Dokumen Usuan Undang-Undang Nomor 14 | Dapat Mengungkap Data Pribadi dan | Melindungi Data Pribadi dan Sampai Dengan Ditetapkannya
Pemindahan ! Mulasi ASN Tahun 2008 tentang Pertimbangan Kepegawaian ASN Mencegah Intervensi Terhadap Kepuiusan Pemindahan § Mulasi
dalam Jabatan Struktural / Katerbukaan Informasi Publik | varng Belum Final Proses Pemindahan / Muissi
Manajerial Paraturan Komisi Informasi

Republik Indonesia Momor 1
Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik

10 | Dokurnen Lsutan Undang-Undang Momar 14 Dapat Mengungkap Data Prbadi, Malindungi Data Pribadi ASM dan Sampai dengan Ditetapkanmnya
Pemberhentian ASH dan Tahun 2008 tentang Alasan | Pertimbangan Kepegawaian | Menjaga Objektivias Prozes Eeputusan Pemberhentian darni
Jabatan Struktural / Keterbukaan Informasi Publik | dan Informasi yang Belum Menjadi Pambearhenfian dar Jabatan Jabatan oleh Pejabat yang
Manajarial Paraturan Komisi Informasi Keputu=an Final Berwenang

Republik Indonesia Momor 1
Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Infermasi Publik o

11 | Telaahan Staf, Nota Dinas Urdang-Undang Momaor 14 Dapat Mengungkap Proses internal, Menjaga Chjektivitas, Independensi | Sampal dengan Keputusan
dan Bahan Pertimbangan Tahun 2008 tentang Pendapat dan Pertimbangan Pejabat | dan Kelancaran Proses Pengambian | Ditetapkan oleh Pejabat yang
Pengangkatan, Pemindahan Keterbukaan Informasi Publik | Sebalum Keputusan Ditetapkan Kepuiusan Berwenang
dan Pemberhentian ASN et i
dalam Jabatan Struktural / ;g;fjﬁi'}nﬂ";ﬂ;”ﬁ;’,‘;f'i
Manajerial Tahun 2021 tentang Standar

- Layanan Infermasi Publik B - o
12 | Hasil Rapat / Pembahasan Undang-Undang Nomar 14 Dapat Mengungkap Pendapat, Menjaga Kerahasiaan Proses Sampai dengan Keputusan
Internal Mengenal Tahun 2008 tentang Rekomendasi dan Pertimbangan Pembahasan dan Mencegah Fengangkatan, Pemindahan atau
i E‘:H%Mmp:ﬂgﬁm Keterbukaan Informasi Publik | Intarnal yang Belum Final Intervensi Terhadap Kepulusan Pemberhentian Ditelapkan
T i Peraturan Komisi Informasi
dalam J?hmn Struktural / Requblk Indonssia Mamar 1
Manajerial Tahun 2021 tentang Standar
|| Layanan Informasi Publik
13 | Berita Acara dan / atau Hasil Undang-Undang Nomor 14 Dapat Mempengaruhi Proses Menjaga Objeklivitas dan Integritas Sampai dengan Ditetapkanmya

Keputusan oheh Pejabat yang
Berwenang




